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BAB VI 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat dibuat beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam tahap perencanaan  prinsip professional belum begitu baik karena 

belum ada pelatihan khusus untuk pengelola dan pengurus sehingga  

perencanaan BUMDes tidak sesuai dengan Peraturan Desa Oeltua Nomor 15 

Tahun 2017 dan PP No  11 Tahun 2021. Namun BUMDes tetap berupaya 

untuk mencari jalan keluar agar usaha BUMDes tetap berkelanjutan.  

2. Dalam tahap pelaksanaan BUMDes  Nekafmese juga tidak begitu baik karena  

belum sesuai dengan Peraturan Desa Oeltua  Nomor 5 Tahun 2017 dan 

Peraturan Mentri Desa Nomor 4 Tahun 2015. Hal ini karena belum ada 

pelatihan khusus untuk pengurus dan pengelola sehingga prinsip professional, 

terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal  tidak 

begitu baik 

5.2 Saran 

Dengan mangacu pada kesimpulan penelitian ini maka peneliti mengemukakan 

saran-saran sebagai berikut : 



74 
 

1. Bagi Pemerintah Desa dan pengelola BUMDes agar lebih efektif lagi dalam 

dalam menjalankan unit-unit usaha dan juga harus adanya pelatihan khusus 

untuk para pengelola sehingga dapat mengurus dan mengelola BUMDes 

secara efektif dapat mencapai tujuan dari BUMDes itu sendiri untuk 

mensejahterakan masyarakat. 

2. Bagi pengelola BUMDes harus membuka lebih banyak unit usaha yang tepat 

sasaran dan dapat menyentuh kebutuhan masayarakat sehingga masyarakat 

dapat berpartisipasi penuh pada usaha yang dikelola oleh BUMDes sehingga 

usaha yang dijalankan dapat berkelanjutan dan mencapai tujuannya. 
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